
NOTA PERSETUJUAN BERSAMA 
ANTARA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PR.OVINSI SUMATERA BARAT 

DENGAN 
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

Nomor: 120 ·15· :2014 
Nomor: 120 ·15 • 2014 

Tanggal 22 Juli 2014 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua 
Ribu Empat Belas, dalam Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sumatera E!arat bertempat di ruang sidang Utama 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami ya;1g 
bertanda tangan di bawah ini : 

l. Nama 
Jabatan : 
Alamat Kantor : 

H. Ll!lONARDY KARMAINY, S.IP, MK DT. BANDARO BASA 
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATE'RA BARAT 
Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang 

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Nama MUSLIM KASIM 
Jabatan 
Alamat Kantor 

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT 
Jl. Jenderal Sudirman No.Sl Padang 



Selanjutnya bertindak unt1.:k dan atas nama Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat, berdasarkan : 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, 

Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembarar, Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Unda::1.g Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan (Lembaran Negera Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Net;ara Repub;ik 

Indonesia Nomor 5073); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Ta.hun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Repul;llik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549); 

10. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembarar1 Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 

12. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembe.ran Negera Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
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13. l'ndang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentangPembentukan 

· Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Peraturan PemerintahNomor41Tahun1993 tentang Angkutan Ja!an 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

15. Peraturan Pemerintah Non1or 38 Tahun 2007tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 'tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

17. PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengaturan Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5358); 

18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 

Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing; 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomcr 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkuta,n Orang Di Jalan Dengan Kendaraan 

Urn urn; 

20. Peraturan Menteri Kelautan cl.an Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 

tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Republik Indonesia; 
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21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Penyiciik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Petnerintah 

Provinsi Sumatera Barat; 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secars. bersama telah melakukan 

pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Peizinan Tertentu melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana 

diatur pada Peraturan Perundang-undangan. 

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Peizinan Tertentu sebagaimana terlampir, kami setujui 

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sutnatera Barat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan. 

Nota Persetujuan bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, 

bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan 

Bersama ini. 

WAKIL GUBERNUR 
SUMATERA BA:R.AT 

MUSLIM KASIM 

Padang, 22 Juli 2014 

H.L!tONARDY HARMAINY,SIP.MH 
DT.BANDARO BASA 
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